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PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAIT
ItOMoR | 7V TAI{SN 2O2O

TET{TANG

PETUNJUK TErITIIS PEMBERIAN TUIYJANGAN I{ARI RAYA KEPADA PE,GAWAI
NEGIERI SIPIL YANG BERSTIMBER DARI AITGKiARAIT PEI{DAPATAIT DAITI

BELA"ITJA IGBTIPATEI{ KONAWE SELIITAJY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA F,SA

BT'PATI KOITAWE SELATAIT,

Menimbang balrwa untuk melaksanakal ketentuan pasal 17 ayat (21peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 202O tentang pemberian Tunjangan
Hari Raya Tahun 2O2O Kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisial Negara Republik
Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan penerima

Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan peratural Bupati
Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan pemberian

Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2O kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersumber dari Angga_ran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Sel,atan di Propinsi Sulawesi Tenggara

(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4267);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (l,embaran Negar:a Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia

Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaar Negara (I,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaal dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

aa00);

5. Undang-Undalg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keualgan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor

126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4a3a\

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan trmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan atas Perundang-undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintalan Daera-h (trmbaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 t€ntang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ([.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Ta m6612r, Lembaral

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelotraan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 655);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10

Tahun 2007 tentang Urusaa Pemerintah Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O07

Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Seliatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Konawe Sel,atan Tahun 2016 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Sel,atan Tahun 2018 Nomor l);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11

Tahun 2016 Tentang Pembahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Sel,atan Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangal Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor I l);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Setratan Nomor O4

Tahun 2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Konawe Sel,atan Tahun Anggaran 2O2O

(Irmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019

Nomor 04);



Menetapkan

18. Peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 55 Tahun 2O19

tentang Analisis Standar Biaya Masukan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2019 Nomor 55);

19. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2019

tentang Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun Angga-ran 2O2O (Bentz

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PEMBtrRIAN TUNJANGAN IIARI RAYA KEPADA PEGAWAI

NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BEI-ANJA KABUPATEN KONAWE SEI.ATAN.

BAI} I

KETtrNTUAN UMUM

Pasal 1

Da1am Peraturan Bupati ini yalg dimaksud dengal :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Bupati zdalah Bupati Konawe Selatan;

3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat t€rtentu, diangkat sebagai

Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

4. Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang

ditetapkan dengan Pagu Kabupaten Konawe Selatan;

5. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri;

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

dokumen yang diterbitl<an oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk

mencairkal dana yang trersumber dari Daftar Pelaksanaal Anggaran

(DPA) atau dokumen lain yang dipersarnakan;

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D

adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum

Daerah untuk peLalsalaan pengeluaran atas beban Anggarart

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM;



BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

(1) Tunjangan Hari Raya ta}rtrr 2O2O diberikan kepada PNS;

[2) PNS sebagaimsna dim6l51fl pada ayat (1) termasuk :

a. PNS yalg diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar

Pemerintah Kabupaten Konawe Sel,atan yang gajinya dibayarkan
pada Pemerintah Kabupaten Konawe Sel,atan;

b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat meojadi

komisioner atau ang€lota lembaga nonstruktural;

c. Penerima gaji terusan dari PNS yarrg meninggal dunia, tewas atau

gugur;

d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;

e. Calon PNS.

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi PNS

dalam jabatal :

a. admfufstrator atau dalam jabatan yang setara jabatan

administrator;

b. pengawas atau dal,am jabatan yang setara jabatan pengawas;

c. fungsional ahli madya;

d. fungsional ahli muda;

e. fungsional ahli pertama;

f. fungsional mahir;

g. fungsional terampil;

h. fungsional pemula; dan

i. pelaksana.

Pasal 3

T\lnjangarl Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada :

a. Pejabat Negara;

b. PNS daLam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara

jabatan pimpinan tinggi;

c. PNS dalam jabatal fungsional ahLi utama atau dalarn jabatan setara

fungsional ahli utama;

d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan

f. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah baik di dalam

maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat

penugasannya.



BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

(1) Tunjangal Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diberikan sebesar penghasitran I (satu) bulan pada 2 (dua) bulan

sebelum bulal Hari Raya;

l2l Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum

bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena

berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap

diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya;

Pasal 5

(1) Penghasilan setragaimnna dimaksud dalam Pasal 4 ayat (Ll

diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji pokok,

tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

(21 Penghasilan sebagaimana dimaksud flalam Pasa-l a ayat (l)
diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal

dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang

dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji

terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya dan anggarannya

dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekeq'a;

(3) Penghasilan s€bagaim616 dimaksud datam Pasal 4 ayat (1)

diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :

a. 807o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

(1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan

sebagaimals dimkasud dalam Pasal 4 ayat (1) ma-ka Tunjangan

Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih tresar;

(21 Da-lam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya

maka kelebihan pembayaran tersebut mempakan utang dan wajib

mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undalgal;

(3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda

atau penerima T\rnjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan

Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya penerima Pensiun

janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangal

janda/duda.



Pasal 7

(1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud datem Pasal 4 ayat (l)

tidak dikenakan potongan iural dan/ atau potongan lain

berdasarkan Peraturan Penmdang-Undangan;

(21 Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dikenakan pajalr

penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan dan ditalggung oleh Pemerintah.

BAB IV

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN I{ARI RAYA

Pasal 8

(1) T\-rnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dibayarkan pa-Iing cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal

Had Raya;

l2l Dalam hal T\rnjangan Hari Raya sebagaimala dimaksud pada ayat

(1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan

setelah tanggal Hari Raya.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagairn2l2 dirn6l<51d dalam Pasal 8

dibebankan pada Dokumen Pel,aksanaan Anggaran Satuan Ke{a

Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Pasal 10

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM

'Ihnjangal Hari Raya kepada Badan Keualgan dan Aset Daerah

Kabupaten Konawe Sel,atan;

l2l SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dima-ksud pada ayat (1)

dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan;

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk

digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan

pembayaran Trrnjangan Hari RaYa.

Pasal 1 1

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang

mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran

Ttrnjangan Hari Raya tel,ah dibayarkan atau belum dibayarkan.



Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajual Surat Permintaan Pembayaran

(SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2O diatur mengikuti

ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAE} VI

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

Pengenda-lian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mul,ai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan.
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